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ABSTRAK 

Fatiha Fawwaz Nur / 22233027   :  Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak      

Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa 

Kesenian dan Hiburan (Karaoke) Pada 

BAPENDA Kota Padang 

Dosen Pembimbang                      : Halkadri Fitra, S.E., M.M.Ak. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak barang dan jasa 

tertentu (PBJT) jasa kesenian dan hiburan (karoake) pada Bapenda Kota padang. 

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang di Jl. Sawahan 

No. 50, Sawahan Timur, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Jenis 

penelitian yang dilakukan dalam tugas akhir ini adalah penelitian deskriptif dengan 

bentuk survey (wawancara). Teknik pengumpulan data melalui wawancara, 

dokumentasi dan observasi. Data dapat dikumpulkan dari narasumber dan instansi 

terkait berupa data realisasi penerimaan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) jasa 

kesenian dan hiburan (karaoke) tahun 2020 sampai 2024, dan data jumlah wajib 

pajak yang telat membayar pajak di Kota Padang. Setelah data dikumpulkan dengan 

wawancara, dokumentasi dan observasi , data di olah menjadi sebuah informasi dan 

pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas kepatuhan wajib pajak barang dan 

jasa tertentu (PBJT) jasa kesenian dan hiburan (karaoke) tergolong patuh dengan 

persentase 73,4%, dan yang tidak patuh dengan persentase 26,6%. Berdasarkan 

hasil penelitian diharapkan kepada Bapenda untuk tetap konsisten memberikan 

pengawasan kepada para wajib pajak, terutama melalui pelaksanaan uji petik dan 

pengawasan lapangan yang rutin, serta sosialisasi secara berkala agar pemahaman 

mengenai kewaajiban perpajakan semakin meningkat. 

Kata kunci : Kepatuhan, Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa 

Kesenian dan Hiburan (Karaoke) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), 

pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak terbagi 

menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(UU HKPD), Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Salah satu sumber pendapatan daerah yaitu Pajak 

Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan. 

 Menurut Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah Kota Padang, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)  

adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang 

dan/atau jasa tertentu. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah Jasa Penyediaan 

atau penyelenggaraan semua jenis tontonan pertunjukan, permainan, 

ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati. Badan
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Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang merupakan sebuah instansi 

yang melakukan pemungutan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan. Sebagai 

salah satu sumber pendapatan daerah, Pajak Barang dan Jasa tertentu 

(PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan ini memiliki peran penting dalam 

penerimaan daerah. Untuk melihat seberapa besar peran penerimaan pajak 

dari sektor ini, dapat dilihat melalui perbandingan antara terget dan realisasi 

yang tercapai pada setiap tahunnya, berikut disajikan data target dan 

realisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian 

dan Hiburan di Kota Padang selama lima tahu terakhir :  

Tabel 1. Target dan Realisasi PBJT Jasa Kesenian  

dan Hiburan di Kota Padang 

Tahun Target Realisasi % 

2020 6.000.000.000,00 3.805.101.995,00 63,42% 

2021 6.500.000.000,00 2.883.790.044,00 44,37% 

2022 7.000.000.000,00 7.175.646.608,00 102,51% 

2023 8.000.000.000,00 9.015.623.836,00 112,70% 

2024 9.000.000.000,00 9.601.930.281,00 106,69% 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang (2025) 

Dapat dilihat dari tabel diatas, penerimaan Pajak Barang dan Jasa 

Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Padang sempat turun 

pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi, namun sejak tahun 2022 sampai 

2024 realisasi selalu melampaui target, menandakan pemulihan dan 

peningkatan pada sektor hiburan.  

Salah satu jenis usaha dalam sektor hiburan yang memberikan 

kontribusi cukup besar terhadap Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) Jasa 
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Kesenian dan Hiburan di Kota Padang adalah usaha karaoke. Dalam 

perkembangannya selama beberapa tahun terakhir, karaoke ini termasuk 

salah satu Jasa Kesenian dan Hiburan baru di tengah kejenuhan masyarakat, 

hal ini menyebabkan kegiatan karaoke yang sebelumnya dianggap tidak 

lazim sekarang menjadi sesuatu hal yang wajar.  

Karaoke ini merupakan trend bagi anak muda yang notabennya 

masih tergolong sebagai pelajar dan mahasiswa maupun orang dewasa, 

sehingga usaha ini menjanjikan bagi para pelaku usaha, dan memberikan 

kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan Pajak Barang dan Jasa 

tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Padang, untuk melihat 

seberapa besar pencapaian dari sektor Jasa Kesenian dan Hiburan karaoke 

ini, berikut disajikan data realisasi Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) 

Jasa Kesenian dan Hiburan (Karaoke) di Kota Padang : 

Tabel 2. Realisasi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan (karaoke) di Kota 

Padang 

No Tahun Realisasi 

1 2020 719.936.064 

2 2021 500.268.072 

3 2022 608.518.275 

4 2023 721.847.905 

5 2024 711.478.437 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang (2025) 

Berdasarkan Tabel 2. Dapat dilihat realisasi PBJT Jasa Keseniaan 

dan Hiburan (Karaoke) di Kota Padang mengalami penurunan pada tahun 

2020 dan tahun 2021, kemudian meningkat pada tahun 2022 dan 2023, 

meskipun pada tahun 2024 sedikit turun dibanding tahun sebelumnya..  
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 Menurut Richard, Helena, dan Jennifer (2023), realisasi yang tinggi 

bisa berasal dari kepatuhan yang dipaksakan (enforced), bukan dorongan. 

Menurut Gunningham, Kagan dan Thornton (2017), Kepatuhan 

didefinisikan bukan hanya sebagai ketaatan terhadap aturan hukum secara 

formal, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku yang melebihi kewajiban 

hukum karena adanya tekanan sosial dan harapan publik. Kepatuhan wajib 

PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan khususnya karaoke di Kota Padang 

memiliki peranan strategis dalam mendukung penerimaan pajak daerah. 

Penerimaan dari sektor PBJT merupakan salah satu sumber pendapatan asli 

daerah (PAD) yang berkontribusi langsung terhadap pembiayaan 

pembangunan dan pelayanan publik. Persoalan mengenai kepatuhan 

membayar pajak saat ini menjadi masalah penting, karena  jika wajib pajak 

tidak patuh maka akan timbul keinginan untuk melakukan penghindaran, 

pelalaian, dan pengelakan pajak yang pada akhirnya merugikan daerah 

seperti berkurangnya penerimaan pajak. Kepatuhan wajib Pajak Barang dan 

Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan (karaoke) ini dapat dilihat 

dari sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban membayar pajaknya, 

berikut disajikan data jumlah wajib PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan 

(karaoke) beserta yang telat membayar pajak.  

Tabel 3. Jumlah Wajib PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan (Karaoke) 

dan Jumlah Wajib Pajak yang Telat Membayar Pajak 

No Tahun Jumlah 

Wajib Pajak 

Karaoke 

Jumlah Wajib 

Pajak Karaoke yang 

Telat Membayar 

Pajak 

Persentase 

1 2020 14 4 29% 
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No Tahun Jumlah 

Wajib Pajak 

Karaoke 

Jumlah Wajib 

Pajak Karaoke yang 

Telat Membayar 

Pajak 

Persentase 

  2 2021 13 1 8% 

3 2022 12 4 33% 

4 2023 11 4 36% 

5 2024 11 3 27% 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang (2025) 

 Berdasarkan tabel diatas, penurunan  cukup besar terjadi pada tahun 

2021, persentase keterlambatan kembali meningkat pada tahun 2022 dan 

mencapai titik tertinggi pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun pada 

tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan dalam membayar Pajak 

Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan Karaoke belum 

sepenuhnya berjalan optimal dan perlu perhatian lebih lanjut dari pihak 

pajak untuk mendorong para wajib Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) 

Jasa Kesenian dan Hiburan (Karaoke) agar lebih taat dalam memenuhi 

kewajiban pajak dengan tepat waktu. Kepatuhan ini juga dapat diukur dari 

adanya tax gap, yaitu perbedaan antara apa yang tersurat dalam aturan 

perpajakan dengan apa yang dilaksanakan oleh seorang wajib pajak, seperti 

terlambat membayar dan melaporkan pendapatan pajaknya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tertarik untuk melakukan penelitian Tugas Akhir 

dengan judul “TINJAUAN  KEPATUHAN WAJIB PAJAK BARANG 

DAN JASA TERTENTU (PBJT) JASA KESENIAN DAN HIBURAN 

(KARAOKE) PADA BAPENDA KOTA PADANG” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah bagaimana kepatuhan wajib pajak PBJT Kesenian 

dan Hiburan (Karaoke) pada BAPENDA Kota Padang? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kepatuhan wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 

Jasa Kesenian dan Hiburan (karaoke) pada BAPENDA Kota Padang. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat yang dapat 

dirasakan oleh berbagai pihak :  

1. Teoritis 

a. Bagi Penulis 

Melatih kemampuan penulis dalam melakukan 

penelitian dan menambah pengalaman serta wawasan 

mengenai kepatuhan wajib Pajak Barang dan Jasa tertentu 

(PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan (karaoke) pada 

BAPENDA Kota Padang. 

b. Bagi Universitas  

Berguna sebagai tambahan referensi atau informasi 

bagi mahasiswa untuk memenuhi penelitian selanjutnya 

dalam hal terkait kepatuhan wajib Pajak Barang dan Jasa 
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Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan (Karaoke) pada 

BAPENDA Kota Padang. 

2. Praktis 

a. Bagi Pemerintah Daerah 

Sebagai tambahan informasi untuk mengetahui  

kepatuhan wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa 

Kesenian dan Hiburan (karaoke) pada BAPENDA Kota 

Padang. 

 

b. Bagi Pembaca 

Dapat memberikan informasi serta menambah 

wawasan terkait kepatuhan wajib Pajak Barang dan Jasa 

Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan karaoke pada 

BAPENDA Kota Padang. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan mengenai tinjauan tingkat kepatuhan 

wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan 

(karaoke) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, maka dapat 

disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil kuesioner, dapat disimpulkan bahwa 

kepatuhan wajib pajak PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan (Karaoke) di Kota 

Padang tergolong tinggi, dengan rata-rata kepatuhan sebesar 69,39% dan 

rata-rata ketidakpatuhan sebesar 26,6%. Mayoritas wajib pajak melaporkan 

dan membayar pajak tepat waktu, meskipun terdapat perubahan setiap 

tahunnya. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepatuhan secara umum 

baik, pengawasan dari Badan Pendapatan Daerah dilakukan secara rutin, 

dan sanksi yang diterapkan bersifat pembinaan. Tantangan utama yang 

masih muncul adalah ketidakjujuran dalam pelaporan omzet oleh sebagian 

wajib pajak, yang memerlukan pengawasan lebih lanjut. 

Secara keseluruhan, wajib pajak PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan 

di Kota Padang menunjukkan kepatuhan yang baik, meskipun tetap perlu 

perhatian pada aspek kejujuran pelaporan dan pemantauan terhadap wajib 

pajak yang berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan, sehingga kepatuhan 

pajak dapat tetap stabil dan berkesinambungan
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan agar 

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang tetap konsisten memberikan 

pengawasan kepada para wajib pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) jasa 

kesenian dan hiburan (karaoke), terutama melalui pelaksanaan uji petik dan 

pengawasan lapangan yang rutin, dan juga penulis memberikan saran 

kepada Bapenda untuk memisahkan data  target dan realisasi PBJT Jasa 

Kesenian dan Hiburan berdasarkan masing-masing kategori hiburan. Serta 

sosialisasi secara berkala agar pemahaman mengenai kewaajiban 

perpajakan semakin meningkat. Selain  itu, penulis menyarankan bagi wajib 

pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) jasa kesenian dan hiburan (karaoke) 

agar bisa meningkatkan kepatuhannya, serta bersikap jujur dalam 

melaporkan seluruh pendapatan usaha karena pajak yang dibayarkan sangat 

berkontribusi terhadap pendapatan daerah, serta penulis menyarankan agar 

penelitian selanjutnya bisa meneliti sektor hiburan lain supaya bisa 

dijadikan bahan evaluasi yang lebih luas.  
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